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TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PERMOHONAN AKSES
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN

Menimbang

Mengingat

AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

BUPATI TABALONG,

bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi
melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi
dan Informasi adalah salah satu aplikasi yang digunakan
sebagai rekapitulasi dan basis data wusulan dari
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan
Base Transceiver Station (BTS), dan/atau kebutuhan
telekomunikasi lainnya;

bahwa untuk kemudahan dan kelancaran proses
permchonan akses telekomunikasi dan informasi, perlu
menetapkan Penanggung Jawab dan Pengelola Permohonan
Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi pada
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9},
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara



0.

Republik Indonesia Nomor 3881}, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35149),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66358);
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980j);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6400},

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomeor
3);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 37);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan Penanggung Jawab dan Pengelola Permohonan Akses
Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penanggung Jawab dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:

a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau
prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses
telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana
telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan

c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk
memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum
terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk
memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi
sehubungan dengan lokast tersebut.

Penanggung Jawab dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan Aparatur Sipil Negara yang diberikan
tugas tambahan sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola
Otorisasi permohonan akses Telekomunikasi dan Informasi
melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Penanggung Jawab dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU wajib melaporkan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara berkala
atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap
permohonan akses Telekomunikasi dan Informasi.

Bupati dapat melakukan pergantian Penanggung Jawab dan
Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
meliputi:

pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara;

telah mengundurkan diri dari Pemerintah Daerah;,
dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan
pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan
informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas
Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.

aoop

Pergantian Penanggung Jawab dan Pengelola dilakukan dengan
pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati.
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KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

PARAF KOORDINASI

pada tanggal 26 f%rwrr' 202G
PARAF HIERARKI l _1

s { - m— i o
| SEKRETARIS DINAS/BADAN '. | SEKDA tﬁ BUPATI TABALONG,

KABID/IKABAG

| KASIUKASUBEID/KASUBBAGNF /.+ | KADIS/KABAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Menteri Komunikasi dan Digital di Jakarta.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta.
Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Anggota Tim yang bersangkutan.

o
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2 /7/£ /KUM/2026
TANGGAL 2¢ srebryar %26

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PERMOHONAN AKSES
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong

NO JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN
1 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten | Penanggung Jawab
Tabalong
2 | Kepala Bidang Telekomunikasi dan Keamanan Pengelola
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